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PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL NOMOR 90/SK/2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA

KERJA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan
tugas dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal,
telah diundangkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman
Modal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal,

bahwa untuk memperkuat penyelenggaraan pelayanan
perizinan dan nonperizinan pada Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal
serta melaksanakan tugas pembinaan teknis atas
penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan
penanaman modal di daerah guna meningkatkan

realisasi investasi dan sesuai dengan surat Menteri
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Mengingat

1.

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor B/135/M.KT.01/2017, perlu melakukan
penyempurnaan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman
Modal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi

Penanaman Modal;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);

Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan
Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 90
Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 210);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 221);
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MEMUTUSKAN:
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR
90/SK/2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman
Modal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor
90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Tahun 2011

Nomor 120) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 210 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 210
Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal terdiri atas:
a. Direktorat Kerjasama Standardisasi Perizinan dan
Nonperizinan Penanaman Modal Daerah;
b. Direktorat Kerjasama Pembinaan Teknis Perizinan
dan Nonperizinan Penanaman Modal Daerah; dan
c. Direktorat Kerjasama Penanaman Modal Luar

Negeri.

2. Judul Bagian Ketiga pada BAB IX diubah sehingga
sehingga berbunyi:
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Bagian Ketiga
Direktorat Kerjasama Standardisasi Perizinan dan

Nonperizinan Penanaman Modal Daerah

Ketentuan Pasal 211 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 211
Direktorat Kerjasama Standardisasi Perizinan dan
Nonperizinan Penanaman Modal Daerah mempunyai
tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan
penyiapan standardisasi perizinan dan nonperizinan

terkait penanaman modal di daerah.

Ketentuan Pasal 212 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 212

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 211, Direktorat Kerjasama Standardisasi

Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal Daerah

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis
standardisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria
tata kelola perizinan dan nonperizinan penanaman
modal daerah; dan

b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis
standardisasi norma, standar, prosedur,dan kriteria
sistem informasi perizinan dan nonperizinan

penanaman modal daerah.

Ketentuan Pasal 213 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
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Pasal 213

Direktorat Kerjasama Standardisasi Perizinan dan

Nonperizinan Penanaman Modal Daerah terdiri atas:

a. Subdirektorat Kerjasama Standardisasi Tata Kelola
Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal
Daerah; dan

b. Subdirektorat Kerjasama Standardisasi Sistem
Informasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman

Modal Daerah.

Ketentuan Pasal 214 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 214
Subdirektorat Kerjasama Standardisasi Tata Kelola
Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal Daerah
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan
kebijakan teknis standardisasi norma, standar, prosedur,
dan kriteria tata kelola perizinan dan nonperizinan

penanaman modal daerah.

Ketentuan Pasal 215 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 215

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 214, Subdirektorat Kerjasama Standardisasi

Tata Kelola Perizinan dan Nonperizinan Penanaman

Modal Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis
standardisasi norma, standar, prosedur dan kriteria
perizinan dan nonperizinan penanaman modal
daerah Wilayah Indonesia Barat; dan

b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis
standardisasi norma, standar, prosedur dan kriteria
perizinan dan nonperizinan penanaman modal

daerah Wilayah Indonesia Timur.
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